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P HTI DI LAHAN GAMBUT

Pengesahan RKU
Selesai Bulan Ini

JAKARTA — Kementerian Lingkung-
an Hidup dan Kehutanan meyakini revisi
rencana Kerja usaha (RKU) seluruh
perusahaan hutan tanaman industri
(HTI) yang mengajukan tukar guling
lahan usaha disahkan bulan ini.

Sekjen Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Bambang
Hendroyono menyebutkan, dari 97
perusahaan HTI yang mengajukan
lahan usaha pengganti (land swap),
68 di antaranya telah mendapatkan
pengesahan revisi rencana kerja usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan
tanaman industri (RKUPHHE-HTI).

Menurut dia, pemetaan yang benar
masih menjadi svarat yang sukar di-
penuhi oleh pemegang konsesi, terma-
suk kesesuaian peta dengan kondisi
di lapangan. Namun, kata dia, pada
dasarnya perusahaan pemegang Kon-
sesi patuh.

“Mereka memang perlu waktu untuk
menyusun itu. Tetapi sudah kami tegur,
kami berikan peringatan untuk segera
penuhi. Insyaallah sih dari data yang
ada pada saya, 1 minggu—2 minggu
selesai,” kata Bambang, Senin (5/3).

Menurut dia, 19 pemegang konsesi
yang belum mendapatkan pengesahan
revisi bukanlah perusahaan HTI yang
besar. Ada pula perusahaan baru se-

hingga membutuhkan penjelasan lebih
dalam sopal RKU.

Seperti diketahui, pemerintah menyi-
apkan lahan sekitar 910.393 hektare
di beberapa provinsi untuk mengganti
lahan HTI vang 40% konsesinya di
lahan gambut ditetapkan sebagai ka-
wasan lindung.

Lahan pengganti akan diberikan
kepada HTI yang telah menyampaikan
RKU kepada KLHK dan mendapat per-
setujuan dari kementerian itu. Lahan
pengganti merupakan jalan keluar
setelah penerbitan PP No 57/2016
tentang Perubahan atas PP No 71/2014
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut.

Sebagai tindak lanjut, Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Siti Nurbaya kemudian menerbitkan
Permen No. P.40/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/6,/2017 yang mengatur fasilitasi
pemerintah pada usaha HTI untuk
melindungi dan mengelola ekosistem
gambut.

Bambang mengingatkan regulasi tata
kelola gambut dibuat untuk mencegah
kebakaran hutan dan lahan kembali
terulang. Selama bertahun-tahun, ke-
bakaran terjadi di areal gambut kare-
na pemanfaatannya tidak memenuhi
kaidah ekologis. (sri Mas Sari)
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